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1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan. Laporan keuangan terutama menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk
mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan
operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu
entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja kenangan
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan
daerah;

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai
seluruh pengeluaran;

3. Menyedizkan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya
dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pela berkaitan dengan sumber-
sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.

Sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang
pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan operasional, aset, kewajiban,
ekuitas, dan arus kas, suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah.
Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Millik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Millik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2023 Nomor 5);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 12);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014
Nomor 123);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi
dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2020 Nomor 56) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik
Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
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Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 92);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor
104) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubermnur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubermnur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 27); ;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk

kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib Pelayanan Dasar, urusan pilihan dan urusan
keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
f.  Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a. Tenaga Kerja

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Pangan

d. Pertanahan

e. Lingkungan Hidup

f.  Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 4
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Perhubungan
Komunikasi dan
Koperasi, Usaha

Statistik
Persandian
Kebudayaan
Perpustakaan
Kearsipan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Informatika
Kecil, dan Menengah

Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga

3.  Urusan Pemerintahan Pilihan
Kelautan dan Perikanan

PR e e g

Pariwisata
Pertanian
Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral

Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi

4. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD

TrE@ e oo o

a.

b.
c.
d

Perencanaan
Keuangan
Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian dan Pengembangan

Pengelolaan Penghubung

Inspektorat Daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik

5. Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Otonomi Khusus)
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kebudayaan
Tata Ruang
Pertanahan

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY Tahun 2024 mengacu pada Perda
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta. Entitas akuntansi pada Pemda DIY Tahun 2024 sebanyak 30 (tiga puluh)
Pengguna Anggaran. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda DIY dilakukan oleh Badan Pengelola
Keuangan dan Aset yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Adapun rincian entitas akuntansi

Pemda DIY adalah sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH DAERAH DA.ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ﬁ%wmgmamgmawgmwmq@mqwz w&mm

Tabel 1.1
Entitas Akuntansi di DIY
[ 1. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga _!
| 2. | Dinas Kesehatan |
3. | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral |
4. | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
5. | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 6. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah
%7. Dinas Sosial
8. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
| 9. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 10.—[ Dinas Perhubungan \
‘__L Dinas Komunikasi dan Informatika
12. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
{ Dinas Kebudayaan
ﬁs | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
16. | Dinas Kelautan dan Perikanan j
17. | Dinas Pariwisata |
18. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan
| 20. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| 21.| Sekretariat Daerah ]
22. | Sekretariat DPRD |
23. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset
25. | Badan Kepegawaian Daerah
26. | Badan Pendidikan dan Pelatihan
27, | Badan Penghubung Daerah
28. | Inspektorat
29. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

30. | Paniradya Kaistimewan \

Setiap entitas akuntansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang
dikelola dalam bentuk laporan keuangan. Entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran mempunyai
kewajiban untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Kuasa
Pengguna Anggaran di bawahnya. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset akan melakukan
konsolitasi semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran dan PPKD.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Bab [ Pendahuluan
I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 6
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L4.

Sistematika Penuhsan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

1.
1L.2.
1L.3.

Ekonomi Makro
Kebijakan Keuangan
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Dacrah

IL.1.
1.2

Tkhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Iv.

Iv.2.
IvV.3.
va.

Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam
SAP pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

V.L

V.2
V.3.

V.4

V5.

V.6.
V.171.

Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
V.1.1. Pendapatan-LRA

V.1.2. Belanja

V.1.3. Transfer

V.1.4. Pembiayaan Netto

Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
Rincian dan Penjelasan Neraca

V.1.1. Aset
V.3.2. Kewajiban
V.3.3. Ekuitas

Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional

V.4.1. Pendapatan-LO

V.4.2. Beban

Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas

V.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

V.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
V.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

V.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Peristiwa Setelah Laporan Keuangan

Bab V1. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII. Penutup
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BABII
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAJAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian DIY melanjutkan perkembangan kinerja yang membaik sepanjang triwulan [
Tahun 2024 dengan melanjutkan dinamika perekonomian yang ekspansif semenjak perekonomian
terdampak pandemi Covid-19 dan mulai membaiknya kondisi di Tahun 2021. Perekonomian DIY
tumbuh sebesar 5,58% (2021), 5,15% (2022) dan 5.07% (2023). Sementara itu, ekonomi DIY pada
triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 0,91% g-to-g atau 5,02% y-on-y. Pada triwulan IIT 2024,
pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,05% y-on-y, yang merupakan pertumbuhan tertinggi di
Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi DIY didorong oleh peningkatan mobilitas dan daya beli
masyarakat, peningkatan kunjungan wisatawan ke DIY saat liburan Idulfitri, Iduladha, dan liburan
sekolah, peningkatan kinerja investasi sejalan dengan pertumbuhan lapangan usaha konstruksi, dan
peningkatan konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh kebutuhan makanan dan minuman. Hal ini
menunjukkan dinamika perekonomian DIY meneruskan kinerja ekspansif.

Meskipun sinyal positif perekonomian DIY di sepanjang Tahun 2024 ditunjukkan dengan
kinerja ekspansif, beberapa perkembangan perekonomian nasional dan internasional patut
dipertimbangkan dalam memprediksi kondisi perekonomian sepanjang Tahun 2024. Kondisi tersebut
adalah adanya pemilukada di bulan November, masih melambatnya pertumbuhan ekonomi beberapa
Negara mitra dagang Indonesia, konflik geopolitik yang kurang kondusif.

Untuk menjaga pertummbuhan ekonomi DIY yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu
diantisipasi tantangan yang berasal dari perekonomian global maupun domestik.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2019-2023

elama periode 2019 sampai 2023, perekonomian DIY menunjukkan perkembangan yang
positif. Pada Tahun 2019, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp104,49 triliun dan
PDRB Atas Dasar Harga Berlakn (ADHB) sebesar Rp141,047 triliun. Tren PDRB ADHK dan
ADHB meningkat sampai Tahun 2023 namun sempat menurun di Tahun 2020 akibat pandemi
Covid-19. Pada akhir periode PDRB ADHK adalah Rp118,63 triliun dan PDRB ADHB adalah
Rp180,69 triliun.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 8
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Gambar 2. 1
PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2019 — 2023

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Selama Tahun 2023, lima lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY
adalah sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Perkembangan pangsa ke lima lapangan
usaha tersebut menunjukkan dinamika. Pada Tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi,
Makan dan Minum tidak termasuk lima sektor kontribusi terbesar sebagaimana pada tahun-tahun
sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait
menurunnya aktivitas pariwisata dan di bawah sumbangan sektor Jasa Pendidikan. Pada Tahun 2021,
kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas
pariwisata di tahun tersebut sampai Tahun 2023. Pangsa lapangan usaha Informasi dan Komunikasi
mengalami penurunan sejak Tahun 2021. Pola yang sama terjadi pada lapangan usaha konstruksi.
Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan
pada gambar berikut ini. Pada Tahun 2023, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kontribusi
tertinggi yaitu sebesar 11,82%. Sementara itu, pangsa konstruksi adalah 9,43%, Informasi dan
Komunikasi adalah 10,06% dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 10,23% serta Penyediaan
Akomodasi, Makan dan Minum 10,18%.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 9
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Gambar 2. 2
Pangsa Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2019 — 2023
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam
pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas,
Pengadaan Air dan Jasa Lainnya serta Jasa Perusahaan. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor
tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung
menurun sementara ketiga sektor lainnya relatif dinamis dari waktu ke waktu. Sementara itu pangsa
Jasa Lainnya menunjukkan tren peningkatan sejak Tahun 2020.
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Gambar 2.

3

Pangsa Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2019 — 2023
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2.1.2 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah
tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi
pemerintah. Selama periode 2019-2023, semua jenis pengeluaran mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun, setelah menurun pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi. Kontribusi Konsumsi Rumah
Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 65% selama
Tahun 2019 — 2020 namun kemudian menurun menjadi kurang dari 62% pada tiga tahun terakhir.
Pangsa Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah dan Perubahan Inventori mengalami dinamika

Tabel 2. 1
PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019 — 2023
Pengeluaran 2019 | 2020 2021 | 2022 l 2023

Konsumsi Rumah Tangga 92.436.090 92.753.542 96.073.981 | 102.110.288 | 111.847.122

Konsumsi LNPRT 4.613.732 4.378.319 4.470.000 4.819.205 5.465.488
| Konsumsi Pemerintah 22.434.454 22.889.807 23.707.981 24.184.623 25.582.648
| Pembentukan Modal Tetap 49.576.128 44319423 49.030.849 53.972.182 59.938.746

Bruto

Perubahan Inventori 1.503.200 1.631.021 1.793.056 17.984.439 1.734.039

Net Ekspor Barang dan (29.515.920) | (29.515.920) | (25.025.220) | (21.168.300) | (23.878.090)

Jasa

PDRB 141.049.590 | 138.117.840 I 149.413.650 | 165.718.440 180.689.953

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
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Tabel 2. 2
Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%) 2019 — 2023
| Jenis Pengeluaran 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Konsumsi RT 65,54 | 67,16 | 64,30 | 61,62 | 61,90
Konsumsi LNPRT 3,27 : 3,17 2,99 | 291 3,02
Konsumsi Pemerintah 15,19 | 16,57 | 1544 | 14,59 | 14,16
PMTB 35,15 | 33,09 | 32,82 | 32,57 | 33,17
Perubahan Inventori 1,07 1,18 1,20 | 1,09 0,96
Net Ekspor Antar Daerah | -20,93 | -20,17 | -16,75 | -21,7 | -13,21
PDRB 100 | 100 100 100 100

Sumber: BPS Provinsi DIY 2024
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir perekonomian DIY menunjukkan tren penurunan pertumbuhan.
Pada Tahun 2020 perekonomian DIY mengalami kontraksi karena dampak pandemi Covid-19
dengan tumbuh -2,69% (BRS Nomor 14/02/34/Th.XXIII, 5 Februari 2021). Pada Tahun 2021,
ekonomi DIY dapat rebound dengan tumbuh sebesar 5,58% dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi
mengalami perlambatan sampai Tahun 2023 dengan tumbuh sebesar 5,07%. Pertumbuhan Ekonomi
DIY Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional dengan selisih 0,02 poin.

Gambar 2. 4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020 - 2024 (%)

Pertumbuhan Ekonomi DIY

6 228 5,15 5,07 5,02
5

4

3

2

1

0
1 2020 2021 2022 2023 2024
= -2,59/
-3
-4

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 diharapkan berkinerja baik setelah terjadinya rebound
perekonomian sejak Tahun 2021 dengan proyeksi optimis mencapai 5,58%. Pertumbuhan yang
meningkat tersebut didukung oleh semakin meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dan dinamika
sektor pendidikan. Sektor lain yang mulai tumbuh setelah mengalami kontraksi adalah sektor jasa-
jasa yang meliputi Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
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Mobil dan Sepeda Motor. Di lain pihak dampak kondisi yang kurang kondusif seperti masih
berlangsungnya perang di beberapa wilayah dunia pada Tahun 2023 sampai saat ini diprediksi masih
melemahkan daya beli masyarakat internasional sehingga permintaan atas produk ekspor DIY dan
jumlah wisatawan asing yang datang diperkirakan akan berpengaruh pada kinerja ekspor dan
dinamikan pariwisata DIY.

2.1.4 Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota
Yogyakarta menunjukkan dinamika selama kurun waktu lima tahun, 2019-2023. Inflasi tertinggi
terjadi pada Tahun 2022 sebesar 6,49% yang kemudian menurun di Tahun 2023 mencapai 3,17%.
Sementara itu inflasi terendah terjadi di Tahun 2020 yaitu sebesar 1,4%.

Gambar 2. 5
Laju Inflasi [HK DIY (%), 2019 — 2023
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2.1.5 ICOR

Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan tren yang
meningkat pada periode 2020-2023. ICOR di Tahun 2020 menunjukkan nilai negatif karena
pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Nilai ICOR naik dari 5,23 di Tahun 2021 menjadi 5,56
di Tahun 2023 yang menunjukkan terdapat penurunan efisiensi proses produksi selama periode.
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Gambar 2. 6
Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2019 — 2023
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
2.1.6 Ketenagakerjaan

Perkembangan jumlah angkatan kerja tahun 2019-2023 menunjukkan dinamika jumlah
angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di Tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali di
Tahun 2021. Namun di Tahun 2023, jumlah angkatan kerja menurun dibandingkan tahun
sebelumnya. Jumlah pengangguran terbuka menunjukan tren menurun selama 2020-2023. Tingkat
pengangguran terbuka pada Tahun 2023 adalah 3,69% dengan jumlah pengangguran terbuka
sebanyak 81.980 orang. Indikator ketenagakerjaan DIY Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada
tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2019 — 2023
ST 2019 2020 | 2021 2022 2023
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa) 2246.190 | 2.228.160 | 2.334.960 | 2.336.080 | 2.291.690
jumiah Pengangguran Terbuka 71480 | 101.850 | 106430 | 94950 | 81.980
(Jiwa)
TPT (%) 3.18 457 456 4.06 3.69

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2.1.7 Kemiskinan

Dalam periode 2019-2023 jumlah penduduk miskin menunjukkan kenaikan pada sub periode
2019 — 2021 dan kemudian menurun pada sub periode berikutnya. Selama sub periode pertama
(2019-2021) jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 57.930 orang. Sementara itu, jumlah
penduduk miskin di Tahun 2023 menurun kembali sebanyak 57.930 orang dari Tahun 2021.
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Tabel 2. 4
Kemiskinan di DIY Tahun 2019 — 2023
Tahun 2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Orang Miskin (ribu orang) | 448,47 | 475,72 | 506,4 | 454,76 | 448,47
Tingkat Kemiskinan (%) 11,70 12,28 | 12,80 11,34 11,04 |

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2021. Pada Tahun
2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 11,70% yang meningkat
12,80% di Tahun 2021. Tingkat kemiskinan kemudian menurun menjadi 11,34% di Tahun 2022 dan
kemudian menurun Kembali menjadi 11,04% di Tahun 2023.

2.1.8 Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah yang diukur menggunakan Indeks
Williamson (IW) menunjukkan fluktuasi. Nilai TW DIY Tahun 2019-2023 mengalami kenaikan yang
menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin tidak merata.
Pada Tahun 2019 sampai 2021, ketimpangan regional menunjukkan penurunan. Sementara itu
kenaikan ketimpangan terjadi dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Ketimpangan juga menurun di Tahun
2023, Indeks Willamson turun dari 0,464 (2022) menjadi 0,456 (2023).

Gambar 2.7
Indeks Williamson DIY, Tahun 2019-2023
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2.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY
cenderung tren peningkatan dari Tahun 2019 ke Tahun 2023. Ketimpangan meningkat dari 0,423
(2019) menjadi 0,449 (2023) Pada Tahun 2022, Rasio Gini sempat menurun menjadi 0,439.

Gambar 2. 8
Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2019-2023 (Maret)
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2.2 Kebijakan Keuangan, Strategi dan Prioritas APBD
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani
tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam
perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan
jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasioanl
(RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan Tahun 2024 juga
mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2024. Tema
pembangunan Tahun 2024 yaitu:

“Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan
Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan”
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Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:
1. Pemerataan aksesibilitas layanan publik

Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang
tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap
memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut

2. Pemerataan aktivitas ekonomi

Aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru
terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi umkm) yang lebih
difokuskan pada kawasan selatan.

2.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2024 “Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang
berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan” dapat dirumuskan Prioritas Daerah
DIY sebagai berikut;

Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak

Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta

Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan

Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram

S S ek (s 2=

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan
Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027
sebagai berikut;

Tabel 2. 5
Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027
Tema Prioritas Indikator | Baseline ::;%::
No Sasaran
Pembangunan Daerah Sasaran
2022 2024
Penurunan Semakin Angka 11,49 10,16
tingkat kecilnya Kemiskinan
1. kemiskinan dan | tingkat
“Pemerataan pengbapusan | kemiskinan
aksesibilitas kemiskinan :
layanan publik ekstrem
yang berkualitas | Pengembangan | Penghidupan | Angka 5,15 5,1-5,6
dan Aktivitas kehidupan | ekonomi yang | Pertumbuhan
Ekonomi ekonomi yang | layak Ekonomi/
2. berbasis Sektor ‘ layak PDRB
Unggulan” Pendapatan 28,00 30,23
Perkapita (Rp
juta)
| TPT 4.06 3.45-3.8
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. Target
N Tema Prioritas Indikator | Baseline | .. .=
® | Pembangunan Daerah . S
guna aer asaran
[ 2022 2024
Inflasi 6.49 3.45-3.8
Peningkatan Kualitas SDM | IPM 80,64 81,38 —
Kualitas SDM | Yogyakarta 81,56
% Yogyakara | yang dapat o0 74,38 74,78
Pembangunan
. Kebudayaan
| Penurunan Meningkatnya | Kontribusi 39,88 40,09
ketimpangan kapasitas PDRB
J (antar kelas ekonomi pada | kawasan
4. sosial, antar kawasan belum maju
| wilayah) belum maju terhadap
keseluruhan
PDRB DIY
Penguatan Meningkatnya | Opini BPK WTP WTP
Good- Good '|
governance | Governance SAKIP AA AA
5 pada berbagai
tingkatan Indeks Tinggi Tinggi
Demokrasi
Indonesia
_ (IDD)
Menciptakan Terwujudnya | Persentase 80,38 82,62
lingkungan kesesuaian kesesuaian
hidup yang pemanfaatan pemanfaatan
6. lebih baik, ruang ruang
aman dan
tentram
Menurunnya Indeks Risiko 121,93 113,11
risiko bencana | Bencana
Indonesia
(IRBI) DIY

2.2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan
pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan
untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk
secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan
melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam
pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau
belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

e —————————
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Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya
sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional
pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

2.2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses
perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas
dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan
pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan
demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah dalam pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah kecuali untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor serta opsen pajak yang akan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2025 sesuai
amanat undang-undang.

Dalam penyesuaian dan persiapan pelaksanaan pemungutan pendapatan berdasarkan
undang-undang tersebut pemerintah daerah akan melakukan beberapa tahapan yaitu berkoordinasi
dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan rencana penerapan opsen PKB, BBNKB serta
Opsen MBLB yang akan mulai diberlakukan di Tahun Anggaran 2025, mempersiapkan regulasi
pendukung terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, mempersiapkan sistem informasi
yang akan digunakan dalam pelaksanaan opsen pajak.

Kebtijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah
dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penyesuaian pada jenis pajak
dan retribusi daerah.

Selain perubahan kebijakan pada Pendapatan Asli Daerah, UU HKPD juga berpengaruh
terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer. Transfer Ke Daerah (TKD)
diredesain dengan basis kinerja. Struktur Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah DIY terdiri dari
DBH, DAU, DAK, dan Dana Keistimewaan.

Penghitungan Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dukungan
penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. Penerima DBH adalah daerah penghasil, daerah
pengolah, dan daerah non penghasil terdampak eksternalitas negatif. Pemerintah dalam menentukan
pagu Dana Alokasi Umum mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target
pembangunan serta berbasis wunmit cost yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan
pemerintahan, target layanan, dan karakteristik wilayah,

Kerangka pendanaan yang disusun dalam Grand Desain Keistimewaan Tahun 2022-2042
pada semua urusan yaitu Tata cara Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata ruang tidak
terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan dana
keistimewaan sangat tergantung dengan keuangan negara maka pereckonomian negara sangat
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mempengaruhi besaran dana keistimewaan yang dapat disalurkan dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah DIY.

Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dirancang dengan skenario Moderate karena
mengacu pada asumsi bahwa kondisi perekonomian Indonesia selama 20 tahun ke depan cukup baik
yakni pertumbuhan ekonomi diasumsikan kurang lebih berkisar 5%, dan inflasi dapat dikendalikan.

2.2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistematis terutama terhadap
kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan
dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun
kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang
wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil
keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui
pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam
program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro
diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah
secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih
besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam
pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Selain itu belanja daerah diutamakan untuk memenuhi mandatory spending yaitu belanja
yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan
sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah
meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara
konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling
sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total
belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%
dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.
Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang
langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan
publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan,
dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
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4} Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan Wa_]lb terkait pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
Standar Pelayanan Minimal, yaitu:

a. urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomeor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

b. wurusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang
Kesehatan;

c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;

d. urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

e. bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5) Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan
anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai
program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan.

6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD.

Sedangkan kebijakan belanja yang bersumber dari dana transfer pusat terdiri atas:

1) Arah kebijakan penggunaan DBH
a. mengoptimalkan kebijakan DBH earmarked yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (CHT) untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan,
pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya sesuai peraturan
perundangan;
b. memanfaatkan DBH dalam mendukung target pembangunan daerah dan
meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat:
c. meningkatkan sinergi pendanaan DBH dengan sumber pendanaan lainnya; dan
d. mengelola DBH secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
2) Arah kebijakan penggunaan DAU
a. memanfaatkan DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai peraturan
perundangan, antara lain untuk penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) dan pemenuhan SPM;
b. memanfaatkan DAU untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi;
c. meningkatkan sinergi pendanaan DAU dengan sumber pendanaan lainnya; dan
d. mengelola DAU secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
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3) Arah kebijakan penggunaan DAK
a. memanfaatkan DAK sesuai dengan target keluaran (output) dan lokasi prioritas
kegiatan per bidang/subbidang yang telah disepakati bersama Kementerian
Negara/l.embaga;
b. mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan
perempuan dan anak;
¢. meningkatkan sinergi pendanaan DAK dengan sumber pendanaan lainnya; dan
d. mengelola DAK secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
4) Arah kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan

a. memanfaatkan Dana Keistimewaan sesuai rencana kebutuhan dana keistimewaan
yang berpedoman pada Rencana Induk Dana Keistimewaan, Peraturan Daerah
Istimewa (Perdais), RPJMD, dan RKPD serta disinkronkan dengan RPJPN,
RPIMN, dan Renstra K/L terkait;

b. memanfaatkan dana keistimewaan untuk mengatasi isu strategis di DIY, khususnya
dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur
konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas UMKM;

c. meningkatkan tata kelola pemanfaatan dana keistimewaan yang partisipatif;

d. memperbaiki mekanisme tata kelola dana keistimewaan melalui keterlibatan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemda DIY;

e. meningkatkan sinergi pendanaan Dana Keistimewaan dengan sumber pendanaan
lainnya;

f. mengelola Dana Keistimewaan secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5
tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat
digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus
memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja
dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Kebijakan belanja daerah diarahkan
untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan
dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang
berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang
pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan
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infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan
untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3) Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator
kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Optimalisasi belanja

Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara
efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi
pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan
hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja
tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan
hasil.

2.2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan
adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan
belanja, sedangkan surplus terjadi Ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk
menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih
antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan
dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi,
transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan
pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke
dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di
daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih
lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada
masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan
yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan
diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 23



PEN[ERLNTAH DAERAH DAERAH ISTLN[EWA YOGY: AI\ARTA

2.2.3.3.1 Penerimaan Pemblayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan
setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman,
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan
setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo, penyertaan modal
daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.24 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal
ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandin setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada
dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan
(outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan
hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap
tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan
sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator
kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu
menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik
dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk
mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran,
memberikan peringatan dini (early warning) terbadap masalah yang berkembang, memantau
perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan
pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan
pertanggungjawaban kepada publik.
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2.2.4.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama menggambarkan target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY
pada tahun 2024. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah DIY dapat dilihat pada tabel berikut
ini;

Tabel 2. 6
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta
. .. Baseline Target

Indikator Kinerja Utama 2022 2023 2024
IGI (Inclusive Growth Index) 6.24 6.32 6.42
Indeks Kebahagiaan 72,27 72,84 73,41
Angka Kemiskinan 11.49 10.66 10.16
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 5,15 49-54 5.1-5,6
Pendapatan Perkapita (Rp juta) 28,07 29,07 30,23
TPT 4,06 4.06-3.76 3.8-3.45
Inflasi 6,49 2-4 2-4
IPM | 80.64 81,01 81.36
Indeks Pembangunan Kebudayaan | 74,38 74,58 74,78
Indeks Williamson 0.450 0.444 0.441
Kontribusi PDRB kawasan belum maju 39,88 40,07 40,09
terhadap keseluruhan PDRB DIY
Indeks Reformasi Birokrasi | A A A
Opini BPK | WTP WTP WTP
SAKIP f AA AA AA
Indeks Demokrasi Indonesia (TDT) Tinggi Tinggi Tinggi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sedang Sedang Sedang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 80,38 81,5 82,62
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY ] 12193 | 117,52 11311 |

2.2.4.2 Target Kinerja Pendapatan APBD 2024

Target Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.839.779.293.114,00 dan
pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp5.918.557.456.311,00 dan sesuai
Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar
Rp5.911.030.364.311,00 atau bertambah sebesar Rp71.251.071.197,00 adapun rincian dari
Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:

2.2.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah 2024

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp2.289.884.435.884,00 dan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar
Rp64.097.985.184,00 menjadi sebesar Rp2.353.982.421.068,00. Rincian Pendapatan Asli Daerah
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.018.352.703.526,00, sedangkan
pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.059.869.703.526,00
atau naik sebesar Rp41.517.000.000,00;
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b. Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.804.109.600,00, sedangkan
pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp73.205.530.203,00 atau
naik sebesar Rp8.401.420.603,00;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp116.050.620.958,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp121.749.510.238,00 atau naik sebesar Rp5.698.889.280,00; dan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp90.677.001.800,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp99.157.677.101,00 atau naik sebesar Rp8.480.675.301,00.

2.24.2.2 Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen pendapatan
transfer, khususnya pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan daerah
yang sangat penting karena pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan inti dari Desentralisasi
Fiskal. Salah satu komponen dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana perimbangan.
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). DTU
adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan
kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan DTK adalah
dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang menjadi urusan Daerah dan merupakan bagian dari
program yang menjadi prioritas nasional. Target penerimaan Pendapatan Transfer pada APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp3.542.289.357.230,00 dan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024
bertambah sebesar Rp6.902.346.013,00 menjadi sebesar Rp3.549.191.703.243,00
a. Transfer Pemerintah Pusat

Target penerimaan dari transfer pemerintah pusat pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah
sebesar Rp3.541.305.552.000,00 sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp3.548.207.898.013,00 atau naik sebesar Rp6.902.346.013,00.
b. Transfer Antar Daerah
Target penerimaan dari transfer antar daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar
Rp983.805.230,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan
tidak ada perubahan, schingga anggaran tetap sebesar Rp983.805.230,00.

2.2.4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Mumni Tahun Anggaran 2024
dianggarkan sebesar Rp7.605.500.000,00, dan mengalami kenaikan saat Perubahan Ketiga Tahun
Anggaran 2024  hingga menjadi Rp7.856.240.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar
Rp250.740.000,00.

2.2.4.3 Target Kinerja Belanja APBD 2024

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud
seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Belanja di Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar
Rp5.994.788.028.081,00 dan menjadi sebesar Rp6.001.565.896.865,00 pada saat Perubahan
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Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 atau naik sebesar Rp6.777.868.784.00. Belanja daerah
terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

2.2.4.3.1 Belanja Operasi

Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.825.024.526.164,00,
sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp3.800.942.364.499,00 atau turun sebesar Rp24.082.161.665,00. Rincian perubahan belanja
operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl1.793.350.372.623,00,
sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp1.752.750.894.932,00 atau turun sebesar Rp40.599.477.691,00;

2) Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.220.376.247.664,00,
sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp1.237.669.188.360,00 atau naik sebesar Rp17.292.940.696,00;

3) Belanja Subsidi pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp91.653.295.477,00 sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 turun menjadi
sebesar Rp82.570.477.931,00, atau turun sebesar Rp9.082.817.546,00.

4) Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp663.646.245.400,00, sedangkan
pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp672.421.760.776,00 atau
naik sebesar Rp8.775.515.376,00; dan

5) Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.998.365.000,00,
sedangkan pada Perubahan Ketiga Tabhun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp55.530.042.500,00 atau turun sebesar Rp468.322.500,00.

2.2.4.3.2 Belanja Modal

Jumlah belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar
Rp733.205.022.556,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar
Rp729.146.199.080,00 atau turun sebesar Rp4.058.823.476,00. Rincian perubahan belanja modal
diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.241.355.000,00,
sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp36.434.585.000,00 atau naik sebesar Rp3.193.230.000,00;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2024 scbesar
Rp177.697.731.744,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp209.109.759.556,00 atau naik sebesar Rp31.412.027.812,00;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp347.957.496.677,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp281.419.731.340,00 atau turun sebesar Rp66.537.765.337,00;

4) Belanja ModalJalan, Irigasi, dan Jaringan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp158.933.789.100,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp185.585.676.953,00 atau naik sebesar Rp26.651.887.853,00; dan
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